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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES /6688 /2021
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI
ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), telah ditetapkan
kebijakan Vaksinasi COVID-19 sebagai intervensi efektif
untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat
Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory
Group on Immunization/ITAGI) melalui surat nomor
166/ITAGI/Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021
perihal kajian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11
tahun, vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada anak
usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Anak Usia 6 (Enam)
Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3237);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin
dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
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10.

11.

12.

13.

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 129);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1146);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(COVID-19);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/4776/2021 tentang Penetapan Jenis
Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021
tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi dalam  rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 492);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /Menkes/
6424 /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN

VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI

ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN.

Menetapkan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas)

tahun dengan menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma

dan/atau Coronavac yang telah mendapatkan persetujuan
penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization)
atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM.

Pelaksanaaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam)

sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan menggunakan

vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau Coronavac dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan interval minimal
28 (dua puluh delapan) hari melalui suntikan
intramuskular di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mL;
dan

b. sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus
dilakukan skrining dengan menggunakan format sebagai
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Selain menggunakan vaksin COVID-19 Bio Farma dan/atau

Coronavac sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam)

sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat menggunakan jenis
vaksin lainnya yang telah mendapatkan persetujuan
penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization)
atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM dan
rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional

(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI).

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam)

sampai dengan 11 (sebelas) tahun dapat dilakukan di

Puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan

lainnya seperti pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah

atau satuan pendidikan lainnya, atau Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak (LKSA).
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KELIMA : Pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan

pendidikan, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan

dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau Kantor

Wilayah Kementerian Agama, atau Dinas Sosial setempat.

KEENAM : Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 (enam)

sampai dengan 11 (sebelas) tahun dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKREAA\RI
JENOERA
%4

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN  MENTERI  KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6688/2021
TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS

DISEASE 2019
USIA 6

(COVID-19) BAGI ANAK

(ENAM) SAMPAI DENGAN 11

(SEBELAS) TAHUN

FORMAT SKRINING
PELAYANAN VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI
DENGAN 11 (SEBELAS) TAHUN

A. RUANG TUNGGU

VERIFIKASI DATA IDENTITAS

Paraf petugas

Nama

NIK

Tanggal Lahir

No. HP

Alamat

Vaksin yang
diberikan pada
dosis 1

B. MEJA 1 (SKRINING DAN VAKSINASI)

SKRINING
No Pemeriksaan Hasil Tindak Lanjut
1 Suhu Suhu > 37,5 OC vaksinasi ditunda
sampai sasaran sembuh
2 Tekanan Darah Jika tekanan darah >140/90
Dengan menggunakan manset mmHg pengukuran tekanan darah
anak diulang 5 (lima) sampai 10
(sepuluh) menit kemudian
Jika masih tinggi maka vaksinasi
ditunda dan dirujuk
Pertanyaan Ya | Tidak
1 Apakah anak mendapat vaksin lain Jika Ya, vaksinasi ditunda
(vaksin rutin) kurang dari 2
minggu sebelumnya?
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2 Apakah anak pernah sakit COVID-
19?

Jika Ya, untuk derajat ringan dan
sedang vaksinasi ditunda 1 bulan
setelah sembuh

untuk derajat berat vaksinasi
ditunda 3 bulan setelah sembuh

3 Apakah dalam keluarga terdapat
kontak dengan pasien COVID-19?

Jika ada kontak, vaksinasi ditunda
2 minggu

4 | Apakah saat ini anak menderita
demam atau batuk pilek atau nyeri
menelan atau muntah atau diare?

Jika Ya, vaksinasi ditunda,
dianjurkan untuk berobat.

5 | Apakah dalam 7 hari terakhir anak
pernah mendapat perawatan di RS
atau menderita kedaruratan medis
seperti sesak napas, kejang, tidak

sadar, berdebar-debar,
perdarahan, hipertensi, tremor
hebat?

Jika Ya, vaksinasi ditunda sampai
dinyatakan sembuh

6 | Apakah anak sedang menderita
gangguan imunitas (hiperimun:
auto imun, alergi berat dan
defisiensi imun: gizi buruk, HIV
berat, keganasan)?

Jika Ya, vaksinasi ditunda, sampai
diizinkan oleh dokter yang merawat

7 | Apakah saat ini anak sedang
menjalani pengobatan
imunosupresan jangka panjang
(steroid lebih dari 2 minggu,
sitostatika)?

Jika Ya, vaksinasi ditunda, sampai
diizinkan oleh dokter yang merawat

8 Apakah anak mempunyai riwayat
alergi berat seperti sesak napas,
bengkak, wurtikaria di seluruh
tubuh atau gejala syok anafilaksis
(tidak sadar) setelah vaksinasi
sebelumnya?

Jika Ya, vaksinasi disarankan di
rumah sakit

9 | Apakah anak penyandang penyakit
hemofilia/kelainan pembekuan
darah?

Jika Ya, vaksinasi disarankan di
rumah sakit

HASIL SKRINING :
L] LANJUT VAKSIN
L] TUNDA
[C] TIDAK DIBERIKAN

Paraf petugas:
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Jenis Vaksin: Paraf petugas:
No. Batch:

Tanggal
vaksinasi:

Jam Vaksinasi:

C. MEJA 2: PENCATATAN DAN OBSERVASI

Paraf petugas:
[] Tanpa keluhan

Ada keluhan
Sebutkan keluhan jika ada,... ........

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP 196504081988031002
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